
3. Undang Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya 
Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten 
Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3894); 

2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten­ 
Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan 
Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mimika 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

Menimbang 

BUPATI MIMIKA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2021 

NOMOR 30 TAHUN 2021 

PERATURAN BUPATIMIMIKA 

BUPATI MIMIKA 
PROVINS! PAPUA 



11. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
183, Tamhan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terahkir dengan Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang 
Nomor 21 Tahun 2001 ten tang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6697); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata 
cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 43); 

15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

14. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan unutk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disiase 2019 (COVID - 19) dan/atau dalam 
rangka menghadapi ancaman yang membahayakan 
perekonomian Nasional dan/ atau stabilitas sistem keuangan 
menjadi undang - undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

13. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 2 
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 
2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ( Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5155); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerinatah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negaran 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lelmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W akil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 
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30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggiota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5272); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5351); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Petanggungjawaban Kepala Daerah 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4693); 
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39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara 
Repu blik Indonesia Tahun 2019 N omor 1114); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata 
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik; 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republiklndonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negera Republik 
Indoneisa Tahun 2013 Nomor 1425); 

34. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 
tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta 
Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan 
Penanganan Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19); 

33. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan 
Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Rapublik Indonesia Nomor 6322); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 
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49. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2021 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Mimika Tahun 2021 Nomor 3 Noreg Peraturan 
Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua: 03/2021); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2021 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Mimika Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Mimika Tahun 2021 Nomor 1), Noreg Peraturan Daerah 
Kabupaten Mimika, Provinsi Papua: 01/2021); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2); 

46. Keputusan Gubernur Papua Nomor 065 - 67 Tahun 2021 
tentang Evaluasi Rancangan Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun 
2021; 

45. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 065-3 Tahun 
2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Mimika tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun 2021 

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 888; 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk 
Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi Dan Penggunaan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581); 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
ten tang Percepatan Penanganan Corona Virus Disiase 2019 di 
Liungkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
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Penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. NIHIL 

Rp. (572.570.654.077,00) 

Rp. 304. 700.000.000,00 
Rp. 313.152.657.436,00 

Rp 617.852.657.436,00 

Rp.45.282.003.359,00 

Rp. 0,00 
Rp.45.282.003.359,00 

Rp. 572.570.654.077 ,00 

Rp. 3.255.200. 976.131,00 
Rp. 623.721.382.223,00 
Rp. 3.878. 922 .358.354,00 

Jumlah Pembiayaan Netto setelah 
Perubahan . 

b. Pengeluaran 
1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 
Jumlah pengeluaran setelah 
Perubahan . 

Pembiayaan 
a. Penerimaan 

1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah penerimaan setelah 
Perubahan . 

3. 

Belanja 
a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 

Jumlah belanja setelah perubahan 
Jumlah Surplus/ (defisit) setelah 
Peru bah.an . 

2. 

1. Pendapatan 
a. Semula Rp 3.559.900.976.131,00 
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 891.592.036.300,00 
c. Jumlah pendapatan setelah 

Perubahan..................................... Rp. 4.451.493.012.431,00 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Tahun Anggaran 2021 semula 
berjumlah Rp. 3.559.900.976.131,00 bertambah Rp. 891.592.036.300,00 
sehingga menjadi Rp. 4.451.493.012.431,00 dengan rincian sebagai berikut: 

Pasal 1 

Menetapkan PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PENJABARAN 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2021 

MEMUTUSKAN : 

50. Peraturan Bupati Mimika Nomor 9 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Peraturan Bupati Mimika Nomor 4 Tahun 2021 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 
Kabupaten Mimika Tahun 2021 Nomor 9); 
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Com.Hp.2 

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH 
PEMBINA 

NIP. 19710523 200701 1 011 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2021 NOMOR 30. 

Diundangkan di Timika 
Pada tanggal, 5 November 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA 
ttd 

MICHAEL ROONEY GOMAR 

BUPATI MIMIKA, 
ttd 

ELTINUS OMALENG 

Ditetapkan di Timika 
Pada tanggal, 5 November 2021 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dalam Berita Daerah. 

Peraturan Bupati Mimika ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan 
Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran 
perubahan organisasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang­ 
undangan. 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 
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